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Abstrak
Vanuatu merupakan salah satu negara yang sangat vokal dan aktif dalam
memberikan dukungan terhadap Papua. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan
oleh Vanuatu dengan mengangkat permasalahan ini dalam beberapa forum dewan
PBB. Dengan memakai isu pelanggaran HAM di Papua, Vanuatu sangat rutin
menyerang Indonesia dalam setiap kesempatan. Penelitian ini bertujuan menganalisa
dukungan yang diberikan oleh Vanuatu atas upaya kemerdekaan Papua atas
Indonesia. Dalam hubungan internasional selalu ada kepentingan nasional atas
hubungan yang dilakukan baik antar negara ataupun aktor non-negara. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan
sumber data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi pustaka yang berasal dari
buku-buku, jurnal, surat kabar dan sumber lainnya. Objek penelitian ini adalah
dukungan Vanuatu, gerakan kemerdekaan Papua, dan motif dukungan Vanuatu atas
Papua. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data,
dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada tiga motif atas
dukungan yang dilakukan oleh Vanuatu yaitu adanya kesamaan ras antara Vanuatu
dan Papua, keinginan Vanuatu menjadi pemimpin wilayah Asia Pasifik, dan adanya
orientasi politik domestik juga luar negeri Vanuatu.
Kata Kunci: Vanuatu, kepentingan nasional, kesamaan ras, pemimpin wilayah,
orientasi politik
Abstract
Vanuatu is a country that is very vocal and active in providing support for
Papua. This can be seen from the efforts made by Vanuatu by raising this issue in
several UN council forums. By using the issue of human rights violations in Papua,
Vanuatu very regularly attacks Indonesia at every opportunity. This study aims to
analyze the support given by Vanuatu for Papuan independence efforts over Indonesia.
In international relations, there is always a national interest in relations between states
and non-state actors. The research method used in this research is descriptive
qualitative with data sources collected through literature studies derived from books,
journals, newspapers and other sources. The object of this research is Vanuatu's
support, the Papuan independence movement, and the motives for Vanuatu's support
for Papua. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation,
and data verification. The results of this study indicate that there are three motives for
the support provided by Vanuatu. That are the existence of racial similarities between
Vanuatu and Papua, Vanuatu's desire to become the leader of the Asia Pacific region,
and the existence of Vanuatu's domestic and foreign political orientations.
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Pendahuluan
Isu seputar keamanan merupakan salah satu isu penting yang berkembang dari
dulu hingga sekarang dalam studi hubungan internasional. Berakhirnya Perang Dingin
memberikan harapan baru bagi terciptanya sebuah tatanan dunia yang lebih damai
dan aman (Mauna, 2008). Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem
internasional bipolar, dan telah mengakhiri persaingan bernuanasa militer dan juga
persaingan ideologi antara Amerika dan Uni Soviet (Charles W, Eugne R, & Kegley,
2004). Menurut Fukuyama, penyebab konflik dan perang antarnegara selama ini
adalah persaingan ideologi sehingga dengan berakhirnya perang dingin akan berakhir
pula perang ideologi di dunia. Berakhirnya Perang Dingin dengan sendirinya akan
mengakhiri perang antarnegara, khususnya antarnegara yang demokratis (Holsti,
1995).
Namun ternyata hilangnya perang dingin tidak berarti menghilangkan konflik
secara keseluruhan dan tidak pula berarti bahwa dunia sudah aman dan perdamaian
dimana-mana. Dibanyak tempat masih terdapat sengketa bersenjata, agresi militer,
campur tangan asing dan juga konflik-konflik internal di dalam negara. Ketika perang
antar negara maju hanya merupakan masa lalu, masih ada beberapa sengketa atas
dasar konflik agama, suku, nasionalisme, dan juga konflik yang terjadi akibat sengketa
tapal batas wilayah (Mauna, 2008).
Konflik bisa saja terjadi di dalam satu negara sebagaimana isu yang terjadi di
Indonesia, yakni gerakan separatisme di Papua yang ingin memerdekakan diri dari
Indonesia. Papua sebagai salah satu wilayah Indonesia di bagian timur merupakan
wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Secara geografis, populasi dan juga
kultur, sangat sulit untuk mengintegrasikan Papua kedalam NKRI karena papua
dilingkari oleh negara-negara di Pasifik Selatan (Nainggolan, 2014).
Gerakan ini bermula dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas kebijakan
nasional yang belum mensejahterakan masyarakat Papua secara optimal, dan upaya
pemerintah yang mengedepankan penyelesaian konflik di Papua dengan cara militer
menimbulkan spiral kekerasan yaitu timbulnya dendam dan juga kekerasan yang baru
(Ratriyanti, 2018). Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya diskriminasi termasuk
minimnya pengakuan atas kontribusi Papua bagi Indonesia, infrastruktur dan
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pembagunan yang belum optimal khusunya pendidikan; kesehatan; dan; ekonomi
rakyat, dan siklus kekerasan ditambah pelanggaran HAM yang belum dapat
diselesaikan (Elisabeth, 2017).
Isu ini kembali memanas pasca terjadinya tindakan rasisme yang terjadi di
Surabaya yaitu terjadinya penggerebekan oleh aparat TNI diikuti oleh Satpol PP dan
Ormas di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan Nomor 10, Surabaya yang
berujung dengan penangkapan 42 mahasiswa yang disebabkan adanya
kesalahpahaman atas jatuhnya bendera merap putih di depan asrama tersebut (Arigi,
2019). Gerakan inipun semakin terkoordinasi seiring dengan pembentukan United
Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang di deklarasikan pada tanggal 7
Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu (Sabir, 2018). Gerakan ini juga
didukung oleh beberapa negara yang tergabung dalam Melanesia Spearhead Group
(MSG) yang salah satu anggotanya adalah Negara Vanuatu.
Penelitian kali ini akan membahas tentang dukungan MSG khususnya Vanuatu
dalam upaya kemerdekaan Papua dari Indonesia. Vanuatu merupakan sebuah negara
kecil yang berada di kawasan Melanesia. Vanuatu aktif dan vokal dalam menyuarakan
kemerdekaan Papua. Dengan memakai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua
Barat, Vanuatu dan Kepulauan Solomon telah mengangkat permasalahan ini ke
beberapa forum dewan PBB antara lain pada sidang tahunan ke-68 Majelis Umum
PBB pada 28 September 2013 di New York dan juga dalam sidang Dewan HAM PBB
ke-25 di Jenewa, Swiss pada 4 Maret 2014. (Sabir, 2018)
Kajian ini menjadi penting dikarenakan dukungan yang diberikan Vanuatu
sudah pada tahap intervensi terhadap kedaulatan negara Indonesia dimana Vanuatu
dalam setiap kesempatan rutin menyerang Indonesia mengenai HAM masyarakat
Papua dan juga dukungan yang dilakukan Vanutu terhadap gerakan separatis yang
ada di Papua. (Arbar, 2020) dan dengan penelitian ini penulis berharap dapat
mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh Vanuatu melalui kemerdekaan Papua dan
juga isu-isu yang digunakan Vanuatu dalam dukungannya sehingga pemerintah dapat
mengantisipasi dan mengatasi hal-hal tersebut.
Tinjauan Teoritis
A. Teori National Interest
Negara sebagai sebuah aktor menjadikan kepentingan nasional sebagai salah
satu pertimbangan penting dalam mengambil keputusan pada pergaulan internasional
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yang akan berpengaruh bagi masyarakat negaranya. Hanya saja negara tidaklah
menjadi satu-satunya kekuatan yang membentuk kepentingan nasional karena pada
dasarnya negara dibentuk oleh individu-individu yang yang memiliki kepentingan
ekonomi politik tertentu, sehingga dikatakan bahwa kepentingan nasional dikonstruksi
secara sosial sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat internasional dan
juga dibentuk dari pergaulan negara secara politik dalam dunia politik internasional.
(Burchill, 2005) Dengan itu kepentingan nasional dapat dilihat dari kondisi internalnya,
baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari
akan suatu power yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak
langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Kepentingan
nasional juga merupakan tujuan utama suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan
luar negerinya dalam membantu negara lain (Sitepu, 2011).
Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni;
kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang
bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya
berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values)
yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional
non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara
itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri (Jemadu, 2008). Dalam
analisis kepentingan nasional, negara sebagai aktor akan mengejar apapun yang
dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain.
(Jemadu, 2008) Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta
melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.
Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar ‘power’ yang dimiliki negara
tersebut. Dalam penelitian ini power yang dimaksud bukanlah power sebagai kekuatan
militer, namun power sebagai alat diplomasi yang lebih dikenal dengan soft power yaitu
kemampuan untuk membuat suatu pihak bertindak seperti yang diinginkan pihak
tertentu melalui daya tarik yang bergantung kepada kultur, nilai, dan kebijakan yang
dimilikinya (Nye, 2008). Diplomasi sendiri merupakan salah satu cara sebuah negara
dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dikatakan bahwasanya diplomasi dalam
hubungan antar negara merupakan seni mengedepankan kepentingan nasional suatu
negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai terhadap negara lain (Dahlan &
Mirsawati, 1995). Dalam penelitian ini kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh
Vanuatu sebagai sebuah negara kecil dengan pengaruh yang sangat minim adalah
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meningkatkan pengaruhnya sehingga untuk itu diperlukan peningkatan soft power
dengan tujuan dalam upaya diplomasi yang dilakukan oleh Vanuatu kedepannya akan
lebih menguntungkan bagi Vanuatu.
B. Role Theory atau Teori Peran
Dalam hubungan internasional, ada dua penjelasan mengenai teori peran. Teori
peran pertama kali dikemukakan oleh Holsti (1970) dalam bukunya yaitu National Role
Conception in the Study of Foreign Policy. Teori ini menyatakan bahwa sebagai aktor,
negara memiliki gambaran dan tujuan yang kemudian mendorong negara tersebut
untuk bertindak. Peranan dapat diartikan sebagai tujuan dan harapan suatu negara
atau aktor dalam bertindak di lingkungan sosialnya. Dalam menganalisis kebijakan
yang diambil oleh negara, teori peran memiliki dua fungsi yaitu memberikan
pemahaman terkait dengan perilaku kelompok yang ikut serta dalam pengambilan
keputusan dan pemahaman atas harapan yang ingin dicapai atas keputusan yang
diambil. Dengan itu teori peran ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar
negeri, dimulai dari individu, negara, sistem, serta bagaimana teori peran dapat
digunakan sebagai analisis hubungan internasional yang lebih luas antara agen dan
struktur (Thies, 2009).
Untuk memahami teori ini ada beberapa konsep yang terlebih dahuku harus
dimengerti yaitu :
1. Foreign Policy Role Performance, konsep ini membahas hal-hal
yang berkaitan tindakan, sikap, keputusan , dan juga aksi yang diambil
oleh pemerintah.
2. Policy Maker’s National Role Conceptions, merupakan kebijakan
tentang tujuan atau fungsi yang dari negeri sendiri yang ditunjukan
kepada negara luar atau dalam hal lain berupa aspek pemikiran yang
digunakan dalam pengambilan keputusan luar negeri.
3. Nation’s Status yaitu perkiraan peringkat negara dalam sistem
internasional.
4. Alter’s Role Prescription, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh
dalam penentuan Role Conceptions dimana faktor eksternal ini memiliki
hubungan dengan kebijakan luar negeri. (Holsti, National Role
Conceptions in The Study of Foreign Policy, 1970)
Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar keputusan yang diambil dalam
dunia politik merupakan hasil yang berasal dari intervensi maupun tuntutan dan
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harapan dari satu kelompok atau tokoh politik. Posisi kelompok atau tokoh yang
berada pada posisi tinggi memungkinkannya untuk mempengaruhi keputusan dalam
lingkungannya. Adanya tuntutan dan juga harapan akan menjadi acuan seorang aktor
politik dalam menjalankan perannya sehingga apa yang menjadi tujuan aktor dapat
dijelaskan dan diramalkan sesuai dengan peran yang ia lakukan dalam hubungan
tersebut (Mas'oed, Studi Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi,
1998).
Dalam penelitian ini teori peran akan digunakan untuk menjelaskan dukungan
yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua atas Indonesia. Teori ini
akan menggambarkan Vanuatu sebagai sebuah negara kecil yang dengan segala
keterbatasan dalam perannya, berusaha menggalang bantuan dan dukungan dari
negara-negara yang memiliki peranan lebih besar. Teori peran juga akan menjelasakan
harapan yang ingin dicapai oleh Vanutu melalui kemerdekaan Papua sehingga Vanutu
sangat gencar mengampanyekan dukungan untuk kemerdekaan Papua.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini memakai cara
deskriptif kualitatif, yang mana penulis menjelaskan fenomena-fenoomena yang ada,
dan dengan data-data yang didapat menjelaskan berbagai masalah yang terdapat
dalam penelitian ini. ). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari
buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan
sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses
pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas seperti
peryataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilan pemerintah dalam
pidato-pidato resmi yang ada. Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah Dukungan
Vanuatu, gerakan kemerdekaan Papua Barat dan juga motif yang melatarbelakangi
dukungan Vanuatu bagi kemerdekaan Papua atas Indonesia. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah telaah pustaka. Teknis analisis data dilakukan secara urut
yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Pembahasan
A. Upaya Kemerdekaan Papua
Gerakan kemerdekaan Papua ini sudah berjalan lama, bahkan sejak proses
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perebutan Irian Barat (Papua) dari tangan Belanda. Dalam usaha perebutan Irian Barat
selain menggunakan cara-cara diplomasi, Indonesia juga menggunakan cara-cara
militer. Benih-benih gerakan separatis ini telah muncul sejak fase pembebasan pada
tahun 1949-1963 dan dipupuk serta dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda
agar dapat membentuk negara boneka Papua (Bahar, 1996). Setelah kepergian
Belanda pada tahun 1962, para elit Irian Barat didikan Belanda mendirikan Organisasi
Papua Merdeka sebagai awal perlawanan untuk membentuk negara Papua yang
merdeka lepas dari Indonesia. Gerakan perlawanan ini terus berlanjut hingga tahun
1970 dengan meminta untuk diadakan referendum ulang.
Adanya permintaan ini dikarenakan hasil referendum Penentuan Pendapat
Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 yang diikuti oleh 1.022 delegasi
rakyat Papua pilihan pemerintah, dengan hasil masuknya Papua sebagai bagian dari
Indonesia dirasakan merupakan referendum yang dilakukan dibawah tekanan militer
(Elisabeth, 2017). Selain itu adanya peminggiran juga minimnya pengakuan atas
kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. Adanya siklus kekerasan politik yang belum
tertangani, hingga pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan khususnya kasus
Wasior, Wamena, dan Paniani. Hal-hal inilah yang semakin menambah rasa
ketidakpuasan masyarakat Papua dimana mereka merasa bahwa kebijakan yang
berasal dari pemerintah belumlah memberi kesejahteraan pada masyarakat Papua
(Widjojo, 2009).
Hingga saat ini sedikitnya ada empat akar masalah yang menimbulkan konflik di
Papua. Empat masalah itu adalah diskriminasi, penyelesaian pelanggaran HAM yang
tidak kunjung usai, kegagalan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua
dimana kondisi kemiskinan di Papua, dan pemerintah yang selalu menghindari dialog
tentang status juga sejarah politik Papua (Sari, 2019). Kekecewaan ini bertambah
dengan adanya beberapa kali tindakan rasisme yang dialami oleh rakyat Papua
sebagaimana yang terjadi di Surabaya yaitu penggrebekan Asrama Mahasiswa Papua
oleh aparat TNI, Polri, terhadap mahasiswa asal Papua. Penggerebekan ini juga diikuti
dengan lontaran kata-kata rasial dan ejekan dengan nama-nama binatang yang
ditunjukan pada mahasiswa Papua dan juga memberikan ancaman bagi para penghuni
asrama. Bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) ketika konferensi virtual pada 10 Desember
2020 tercatat ada 40 aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat
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Papua sepanjang tahun 2020 (Nurita, 2020).
Kekecewaan inilah yang kemudian kembali memanaskan situasi dan
menimbulkan keinginan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Keinginan ini
didukung oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang merupakan
organisasi negara-negara pendukung kemerdekaan Papua. Organisasi ini
dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu dan
merupakan penyatu dari tiga organisasi lama yang juga turut memperjuangkan
kemerdekaan Papua yaitu Republik Federal Papua Barat (RFPB), Koalisi Nasional
untuk Pembebasan (WPNCL), dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). ULMWP
yang juga terdiri dari beberapa negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG)
sangat aktif mendukung kemerdekaan Papua sesuai dengan deklarasi yang
disampaikan saat pendirian organisasi yang berbunyi “Kami menyatakan bahwa
semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, bersatu di
bawah badan baru ini dan bahwa kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk
kemerdekaan” (www.ulmwp.org, n.d.).
B. Dukungan Vanuatu dalam Upaya Kemerdekaan Papua.
Sebagai salah satu negara anggota ULMWP, Vanuatu merupakan salah satu
negara yang sangat aktif dan vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap
kemerdekaan Papua. Negara kepulauan yang berada di Samudra Pasifik Selatan,
timur laut Kaledonia Baru, timur Australia, dan barat Fiji ini memberikan dukungannya
dengan memakai isu pelanggaran HAM yang ada di Papua. Permasalahan ini telah
diangkat oleh Vanuatu hampir setiap tahun dalam forum dewan PBB diantaranya
sidang tahunan ke-68 Majelis Umum PBB pada 28 September 2013 di New York dan
juga dalam sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss pada 4 Maret 2014
(Sabir, 2018).
Vanuatu yang diwakilkan oleh Perdana Menterinya, dalam setiap kesempatan
berbicara yang diberikan selalu menjadikan isu pelanggaran HAM di Papua sebagai
alasan untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Sebagaimana
yang disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil
dalam pidatonya di depan Sidang Hak Asasi Manusia (HAM) pada sidang Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) ke- 25 bahwa dukungan ini bukanlah perkara status politis,
bukan pula sekadar perkara ekonomis. Moana menyatakan bahwa ini merupakan
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keprihatinan atas perkara pelanggaran hak dan juga eksistensi bangsa Melanesia dan
juga menyangkut hak-hak warga Papua sebagai bagian dari warganegara(jubi.co.id).
Hal senada juga disampaikan oleh Charlot Salwai Tabimasmas yang juga
merupakan Perdana Menteri Vanuatu yang menyatakan bahwa telah terjadi
pelanggaran HAM di Papua dan Vanuatu sangat mengecam pelanggaran yang terjadi
juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mendengarkan, mneghormati suara rakyat
Papua termasuk keinginan mereka untuk dapat menentukan nasib mereka sendiri
(RDS & AGE, 2019). Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Barak Sope, Vanuatu
juga telah memberikan dukungan terhadap Organisasi Papua Merdeka. Dukungan ini
dengan menjadikan Vanuatu sebagai basis politik bagi Organisasi Papua Merdeka
(Djopari, 1993).
C. Analisis Dukungan Vanuatu
Negara sebagai aktor sentral dalam hubungan antar negara memiliki legal
status atau legal equality untuk menjalin kerjasama dan juga perjanjian dengan negara
lain. Namun dalam menjalin kerjasama ataupun pengambilan keputusan dalam
pergaulan internasional, national interest merupakan salah satu pertimbangan penting.
Adanya kepentingan ini didasari oleh beberapa hal dari negara tersebut seperti kondisi
politik-ekonomo, militer, sosial budaya. Kepentingan ini juga didasari akan suatu power
sebagai pertimbangan negara agar mendapat pengakuan dunia. Power dalam hal ini
bukanlah power sebagai kekuatan militer melainkan power sebagai alat diplomasi yang
lebih dikenal dengan soft power. Soft power inilah yang ingin diciptakan oleh Vanuatu
sebagai hasil dari kerjasama atau dukungan yang diberikan kepada Papua. Dukungan
yang diberikan oleh Vanuatu adalah upaya untuk meningkatkan soft power yang
dimiliki berupa pengaruh Vanuatu terhadap negara-negara yang memiliki penduduk ras
Melanesia sehingga dalam proses diplomasi, pengaruh Vanuatu juga akan meningkat
dan hal ini akan menguntungkan Vanuatu kedepannya.
Selain itu, kepentingan nasional juga merupakan tujuan utama sehingga suatu
negara memutuskan untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang dalam hal ini
adalah kebijakan untuk memberikan bantuan terhadap negara lain. Maka alasan yang
dinyatakan oleh Vanuatu bahwa dukungan yang diberikan adalah semata-mata demi
penegakan HAM merupakan alasan yang dibuat demi menutupi kepentingan lain atas
Papua. Hal ini juga dapat dilihat dari protes yang dilakukan oleh Vanuatu hanya
mengenai pelanggaran HAM atas masyarakat asli Papua, tanpa melihat upaya
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pemerintah Indonesia dalam memajukan Papua seperti pemberlakuan otonomi khusus
yang diberikan hanya kepada masyarakat asli Papua (Admin, n.d.). Dan jika memang
alasan dari dukungan ini adalah benar-benar demi penegakan HAM, kenapa tidak ada
protes yang dilakukan oleh Vanuatu kepada Australia atas penjajahan dan juga
perebutan wilayah terhadap suku Aborigin yang merupakan penduduk asli Autralia
(Atienza, 2017).
Sesuai dengan teori peran yang dinyatakan oleh Holsti dalam menganalisis
kaitan antara sumber konsepsi peran suatu negara terhadap keputusan dan tindakan
yang diambil oleh negara tersebut. Teori peran mengenal konsep national role
conception. Konsep ini menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan yang
diambil suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain ada faktor ego
yang merupakan konsepsi dari dalam negeri itu sendiri (Holsti, International Politics:
Framework of Analysis, 1995). Didalam ranah hubungan internasional, ego dapat
diartikan sebagai faktor domestik yang berasal dari internal negara itu sendiri. Ego ini
mempengaruhi kepentingan yang ingin dicapai oleh sebuah negara atas bantuan dan
kerjasama yang dilakukannya terhadap negara atau wilayah lain. Penelitian ini
menemukan bahwa adanya ego role conception yang mempengaruhi role performance
dari Vanuatu yaitu sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk dengan ras
Melanesia, keinginan menjadi pemimpin wilayah Asia Pasifik, dan orientasi politik
domestik dan luar negeri Vanuatu.
a) Kesamaan Ras Antara Vanuatu Dan Papua.
Adanya kesamaan Ras antara Vanuatu dan Papua yaitu Ras Melanesia
menjadi salah satu penyebab gencarnya dukungan Vanuatu kepada Papua. Kedekatan
etnis memberikan dampak hubungan emosional diantara Papua dengan Vanuatu yang
biasa disebut Melanesia Connection (Temaluru, 2016). Melanesia sendiri bukanlah
nama yang merujuk pada wilayah ataupun negara, ini lebih merupakan nama yang
populer merujuk pada populasi beserta kawasan huniannya. Kata ini sendiri berasal
dari dua kata yaitu melas yang berarti hitam dan nesoi yang berarti pulau-pulau. Nama
ini dibuat oleh seorang pelaut botani asal Prancis pada tahun 1832 dan digunakan
untuk menyebut populasi masyarakat kulit hitam yang mendiami kawasan kepualauan
mulai dari ujung barat Lautan Pasifik  hingga Fiji (Putrohari & ,dkk, 2015).
Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan Papua sebagai bagian dari NKRI
dengan dasar perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan, Vanuatu
menganggap Papua sebagai bagian dari kesatuan ras Melanesia yang memang
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merupakan ras dari seluruh masyarakat Vanuatu dan dianggap sebagai kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dari seluruh ras Melanesia yang ada di Pasifik Selatan.
Ideologi kesamaan ras ini telah tertuang dalam konstitusi hukum Vanuatu dan
menjadi pegangan konstitusional, ada pasal yang mengatakan bahwa mereka,
berdasarkan asas solidaritas, harus memperjuangkan bangsa Melanesia, pasal
tersebut berbunyi:
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF VANUATU
WE, the people of Vanuatu,
PROUD of our struggle for freedom,
DETERMINED to safeguard the achievements of this struggle,
CHERISHING our ethnic, linguistic and cultural diversity,
MINDFUL at the same time of our common destiny,
HEREBY proclaim the establishment of the united and free Republic of
Vanuatu founded on
traditional Melanesian values, faith in God, and Christian principles,
AND for this purpose give ourselves this Constitution (www.gov.vu).
Ideologi yang telah menjadi konstitusi hukum resmi Vanuatu sekaligus menjadi
pegangan konstitusional ini menjadi salah satu faktor dari dukungan yang diberikan
oleh Vanuatu kepada Papua. Dalam teori peran, hal ini masuk kedalam konsep Foreign
Policy Role Performance, yaitu sikap atau aksi yang diambil oleh pemerintah
berdasarkan hal yang berasal dari negaranya sendiri yang dalam hal ini adalah
konstitusi resmi yang menyatakan bahwa Vanuatu dengan asas solidaritas harus
memperjuangkan kemerdekaan sesama ras Melanesia.
Kepercayaan ini merupakan kepercayaan atas dasar solidaritas kesamaan
sejarah agar terbebas dari kolonialisme. Doktrin ini yang yang disebarkan oleh Vanuatu
ke negara sekitar yang masih berada dalam satu ras agar bersama-sama mendukung
ras Melanesia yang mereka anggap masih terjajah (Helmy, 2019).
b) Keinginan Menjadi Pemimpin Wilayah Asia Pasifik.
Sejalan dengan kepentingan atas kesamaan ras Vanuatu menginginkan adanya
persatuan Ras Melanesia di wilayah Pasifik Selatan. Persatuan ras ini berupa ikatan
kohesivitas etnis dan hubungan emosional antara Papua dan Vanuatu dan tiap ras
Melanesia yang belum memperoleh kemerdekaan yang dalam hal ini adalah Papua. Ini
dilakukan melalui hubungan diplomatik melalui berbagai forum regional maupun
internasional (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019).
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Dengan mengangkat isu pelanggaran HAM, sangat terlihat keinginan Vanuatu
untuk menjadi leading actor dalam kemerdekaan Papua dimana Vanuatu selalu
membawa masalah pelanggaran HAM ini kedalam isu internasional, dan ditambah
dengan kenyataan bahwa Vanuatu merupakan negara yang telah mengikutsertakan
perwakilan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kedalam forum
internasional (Temaluru, 2016). Ideologi kesamaan ras Melanesia yang digunakan
Vanuatu hanyalah alasan yang digunakan Vanuatu untuk membentuk paradigma
kerjasama sub-kawasan di Pasifik Selatan yang merupakan kerjasama antar negara
yang memiliki kesamaan ras. Usaha yang dilakukan oleh Vanuatu ini merupakan usaha
menjadi pusat ideologi dan juga usaha menjadi pemimpin dari negara-negara Asia
Pasifik.
Dukungan kemerdekaan dan juga ideologi kesatuan ras Melanesia hanyalah
sebatas alat politik yang dipakai Vanuatu demi kepentingan negaranya (Helmy, 2019).
Ini bisa dipahami karena Papua bukanlah satu-satunya wilayah di Indonesia yang
memiliki penduduk dengan ras Melanesia. Namun hampir sebagian dari wilayah timur
Indonesia merupakan keturunan ras Melanesia (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019).
Orientasi politik ini juga sesuai dengan konsep lain yang ada dalam teori peran
yaitu Nation’s Status atau perkiraan peringkat dan pengaruh suatu negara dalam
sistem internasional. Sebagaimana dijabarkan di atas bahwa Vanuatu merupakan
sebuah negara kecil sehingga hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam
hubungan internasional. Maka dukungan ini menjadi momentum bagi Vanuatu untuk
meningkatkan pengaruhnya khususnya di wilayah Asia Pasifik dengan menjadi pusat
ideologi dalam menyatukan ras Melanesia untuk kemudian menjadi negara pelopor
dalam kerjasama dan juga kemajuan ekonomi wilayah Asia Pasifik.
Sebagaimana pernyataan Bernard Narokobi bahwa wilayah Melanesia adalah
Papua atau Papua Barat, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia
Baru, dan juga Fiji (Golub, 2016).
c) Orientasi Politik Domestik dan Luar Negeri Vanuatu.
Dalam konsep Policy Maker’s National Role Conceptions pada teori peran,
yaitu gambaran kebijakan yang cocok untuk negaranya sendiri yang ditunjukan
kepada negara luar. Dengan kata lain aspek ini adalah aspek penting dalam
pengambilan keputusan berkaitan dengan politik luar negeri. Pengambilan keputusan
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terkait dengan politik luar negeri Vanuatu tidak bisa dilepaskan dari sistem
pemerintahnnya.
Sistem pemerintahan di Vanuatu menjadikan posisi Perdana Menteri lebih tinggi
dari Presiden dimana Perdana Menteri merupakan pemimpin di parlemen sekaligus
kepala pemerintahan. Namun dalam praktik pemerintahannya, pemerintah Vanuatu
juga memberikan pengakuan bagi para kepala suku di Vanuatu. Sehingga dapat juga
dikatakan bahwa pemerintah negara Vanuatu menghormati local wisdom yang dianut
dan inilah yang membuat ideologi Melanesian brotherhood menjadi penting dalam
pemerintahan Vanuatu yang mempengaruhi politik luar negeri Vanuatu sendiri (Zahidi,
2020).
Dalam hal ini adanya doktrin Melanesian Renaissance yaitu kesamaan atas
setiap individu dalam ras Melanesia yang ada didalam konstitusi hukum resmi Vanuatu
dan juga juga keinginan menjadi pemimpin di wilayah Asia Pasifik menjadikan politik
domestic Vanuatu memiliki orientasi politik dalam politik luar negerinya yang disebut
juga dengan domestic influence, yaitu upaya dalam membangun soft power dengan
cara mencari kekuatan dengan membentuk koalisi dengan negara lain. (Hamid, 1998).
Dibentuknya Pacific Islands of West Papua (PIWP) bersama Kepulauan
Solomon Vanuatu telah berhasil menjaring dukungan dari negara-negara Asia Pasifik
lainnya. Kebutuhan atas kerjasama dnegan negara lain jugalah yang membuat
Vanuatu sangat reaktif dalam setiap forum, ini merupakan usaha Vanuatu untuk
menarik perhatian dari negara lain untuk ikut memberikan bantuan dan dukungan
kepada Vanuatu (Putra, Legionosuko, & Madjid, 2019). Sekretaris untuk parlemen di
Kantor Perdana Menteri Vanuatu, Johny Konapo menyatakan bahwa dengan
kerjasama ini Vanuatu yang sebelumnya merupakan pejuang tunggal kemerdekaan
Papua, kini telah ada tujuh negara baru yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan
Papua yaitu Kepulauan Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Kiribati
dan Tonga (Cullwick, 2017).
Selain itu, Vanuatu sejak kemerdekaannya pada tahun 1980 setelah merasakan
kesulitan dalam memperoleh kemerdekaan atas penjajahan yang bersifat
Condominium yaitu wilayah kolonial yang keadaulatannya dibagi oleh dua negara yang
berbeda. Ini menjadikan sistem politik luar negeri vanuatu sangat anti atas penjajahan.
Pengalaman atas penjajahan tersebut membentuk orientasi politik luar negeri Vanuatu
bertujuan untuk membebaskan negara-negara yang masih terjajah yang dalam hal ini
adalah dukungan Vanuatu bagi kemerdekaan Papua (Hamid, 1998).
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Kesimpulan
Dalam penelitian ini ditemukan tiga kepentingan atas dukungan-dukungan yang
dilakukan Vanuatu atas upaya Papua untuk merdeka yaitu kesamaan ras antara
Vanuatu dan Papua, keinginan menjadi pemimpin wilayah Asia Pasifik, dan Orientasi
politik domestik dan luar negeri Vanuatu. Kesamaan ras menjadi salah satu penyebab
gencarnya dukungan Vanuatu atas Papua. Vanuatu menaggap Papua merupakan
bagian dari rumpun Melanesia dan dianggap sebagai kesatuan yang tak dapat
dipisahkan dari seluruh ras Melanesia yang berada di Asia Pasifik. Ideologi ini juga
tertuang dalam konstitusi hukun dan menajdi pegangan konstitusional negara Vanuatu.
Selanjutnya adalah keinginan menjadi pemimpin di wilayah Asia Pasifik.
Ideologi kesatuan ras sebagai upaya untuk menyatukan ikatan dan hubungan
emosional antara Papua, Vanuatu dan juga setiap ras Melanesia merupakan upaya
Vanuatu untuk menarik simpati dari setiap negara di Asia Pasifik. Hal ini kemudian
digunakan Vanuatu untuk membentuk kerjasama sub-kawasan di Pasifik Selatan dan
merupakan usaha yang dilakukan oleh Vanuatu untuk menjadi pusat ideologi dan juga
usaha menjadi pemimpin dari negara-negara Asia Pasifik.
Kepentingan selanjutnya adalah orientasi politik domestik dan luar negeri
Vanuatu. Pemeirntahan Vanuatu merupakan pemerintahan yang menghormati local
wisdom sehingga doktrin Mellanesia Rennaissance menjadi penting dalam
pemerintahan Vanuatu. Sejalan dengan keinginan untuk menajdi pemimpin di wilayah
Asia Pasifik menjadikan politik domestic Vanuatu memiliki orientasi politik dalam politik
luar negerinya yang disebut juga dengan domestic influence, yaitu upaya dalam
membangun soft power dengan cara mencari kekuatan dengan membentuk koalisi
dengan negara lain. Hal inilah yang dilakukan oleh Vanuatu dengan menggalang
dukungan dalam setiap forum yang dimiliki.
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